
BT'PATI TAPIN
PROVINSI I{ALIMAITTAN SELATAT{

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 22 TNIUN 2015

TENTAI{G

PEGAWAI NON PEGAWN NDGERI SIPIL
PAI)A BN)AN LAYANAN UMUM DATRAH

RT'MATI SAKIT UMUM DAERATI DATU SAITGGUL RANTAU

DEIYGAIY RAIIMAT TT'IIAil YAIYG MAIIA ESA

Menimbang

BUPATI TAPIN,

bahwa dengan ditetapkannya Rumah Sakit
Umum Daerah Datu Sanggul Rantau sebagai
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara
penuh, dan dalam rangka untuk kelancaran
pengangkatan dan pemberhentian Pegawai
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah Dahr Sanggul Rantau yang
berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil, maka
dipandang perlu mengatur Pegawai Non
Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Datu Sanggul Rantar.r yartg berdasarkan prinsip
efisiensi, ekonomis dan produktif dalam
peningkatan pelayanar;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati;

Undang-U+dang Nomor 8 Tatrun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,
Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun L999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Babas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun L999 Nomor
75, Tambahan l*mbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);
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3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2OO3 tentanS
Ketenagakerjaan (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a27e);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor I44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5O63);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2OO9 tentang
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomof
5o721;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlL tentang
Pembentukan Peraturan Pemndang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2otl Nomor 82, Tambahan Lembaran Negata
Republik Indonesia Nomor 523a1;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang
Aparahrr Sipil Negara (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5a9al;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daeratr (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 244,
Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengarr
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20 15 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2Ol4 tentang Pemeitntahan Daeratr
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, T4mbahaq Lembatan Negara
Republik Indonesia Nomor 56791;

Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2Ol4 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tatrun 2OL4 Nomor 292,
Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 56Ol);
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10, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2Ol4 tentang
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5607);

11. Peraturan Peneerintah Nornor 23 Tahun 2OO5
tentang Pengelolaan Keuangan Badan I"ayanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502l,,
s,ebagaimana telatr diubatr dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2Ol2 tentang
Pentbatran Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Talrun 2Ol2 Nomor l7L,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OOS Nomor 14O, Tambahan [.ernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor a5781;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Peny:.sunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 15O,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelen ggaraan Pemerintah Daeratr (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a593h

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tatrr,rn 2OO7
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Peinerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2OOT Nomor 82, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
a7371;



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor lg
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2O I 1

tentang _Perubahan Kedua ata.s Peratrrran
Menteri Daiam itiegeri Nomor 13 Tatrun 2006
tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan
Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61
Tahun 2OO7 tenta.ng Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Badan I"ayanan Umum
Daerah;

18. Peratr-lran Menteri Dalam Negeri Nomor 1

Tatrun 2OL4 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;

19. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten
Tapin;

2O. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor O5
Tatrun 2OO8 tentang Pembenhrkan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Tapin, sebagaimana telah diubatr beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tapin Nomor 01 Tahun 2Ol4 tentang
Penrbahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
Nomor O5 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Keda Perangkat Daerah
Kabupaten Tapin;

21. Keputusan Bupati Tapin Nomor :

188.45l L84|KUMl2OL2 tentang Penetapan
Rumatr Sakit Umum Daerah Datu Sanggul
Rantau sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daeratr;

MTUUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURATT BITPATI TENTATTG pEGAwAr NoIt
PEGAUTAI NEGERI SIPIL PADA BADAIT LAYAITAI|
I'UUM DATRAII RIIUAII SAI{IT IIMIIM DAERAII
DATU SIAITffiUL RANTAU.
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BAB I
I(TTEITTUAN IIUUU

Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.

2. Pemerintatr Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintalran Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3- Bupati artalah Bupati Tapin.

4. Badan Kepegawaian Daerah, yang selanjutnya disingkat BKD
adalah Badan Kepegawaian Daeratr Kabupaten Tapin.

5. Badan Layanan umum Daerah Rurnah Umum Daerah sakit Dattr
Sanggul Rantau, yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD Dahr
Sanggul Rantau adalah Sattran Kerja Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin yang menerapkan Psla
Pengelolaan Keuangan BLUD.

6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selaljutnya disingkat
PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan
fleksibilitas bempa keleluasaan untuk menerapkan praktek-
praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat dalam rangka memqiukan kesejahteraan
umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai
pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada
umumnya.

7. Pegawai Non Pegawai Negeri Siprl, yartg sqlanjutrrya disingkat.
Pegawai Non PNS adalah pegawai yang terikat dengan Surat
Perjanjian Keda dengan BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau y{tg
bukan berstatus PNS atau pensiunan PNS, bukan purnawirawan
atau anggota TNI / Polri.

8. Formasi Pegawai adalah Kebrrtuhan Pegawai BLUD RSUD Datu
Sanggul Rantau untuk mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau.

9. Remunerasi adalah segala penerimaan yang berhak diterima oleh
Pegawai Non PNS baik berupa gaji, imbalan bentuk lain termasuk
tunjangan atau penerimaan lain yang diberikan oleh BLUD RSUD
Datu sanggul Rantau sebagai pemberi kerja sesuai peraturan
pemndangan dan perjanjian kerja.



(1)

(2)

BAB II
STATUS

Pasal 2

(1) BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau dapat mempekerjakan
Pegawai Non PNS.

(2) Pegawai Non PNS sebagaiamana dimaksud pada ayat (1)
berkedudukan sebagai Pegawai BLUD RSUD Datu Sanggul
Rantau.

BAB III
PINGN)AAIT PDGAtrIAI ITON PNS

Pasd 3

Pengadaan Pegawai Non PNS harus berdasarkan formasi
pegawai yang disr-lsun oleh Direktur/Pemirnpin BLUD RSUD
Datu Sanggul Rantau dan ditetapkan oleh Bupati.

Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan
mempertimbangkan :

a. jenis dan sifat pelayanan yang diberikan;

b. kemampuan pendapatan operasional;

c. sar€rna dan prasar€rna yang tersedia; dan

d. uraian dan peta jabatan.

Pasd 4

Direktur/Pemimpin BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau dapat
menerima Pegawai Non PNS yang rnemiliki pengetahuarr;
keahlian/keterampilan, kompetensi tertentu sesuai kemampuan
keuangan BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara
penerimaan Pegawai Non PNS diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Direktur/Pemimpin BLUD RSUD Datu Sanggul
Rantau.

(1)

(21
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BAB TV

PENGANGI(ATAN DAIT PEMBERHENTIAN

Pasal 5

Pengangkatan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (2l, dilalarkan dengan perjanjian ke4'a yang sekrrrang-
kurangnya memuat :

a. pffa pihak yang terkait;

b. kewajiban dan hak para pihak;

c. jangka waktu;

d. sanksi;

e. remunerasi; dan

f. lain-lain yang dianggap perlu.

Pasal 6

Pegawai Non PNS dapat diberikan sanksi termasuk diberhentikan
dengan tidak horrnat jika melanggar perjanjian kerja dan/atatt
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Penerimaan, perpanjangan, dan pemberhentian Pegawai Non PNS
hartrs dilaporkan kepada BKD.

Pasal 8

(1) Pegawai Non PNS ditugaskan oleh DirekEur/Pemimpin BLUD
RSUD Datu Sanggul Rantau,

(2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memertimbangkan dan memperhatikan pendidikan,
kompetensi, pengalEunarl, prestasi dan kondisi.

BAB V
BIAYA

Pasal 9

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini,
dibebankan pada pendapatan operasional BLUD RSUD Datu Sanggul
Rantau.
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BAB VI
KETENTUAN PEIYUTUP

Pasal lO

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur/ditetapkan lebih lanjut
dengan Peraturan dan/atau Keputusan Direktur/Pemimpin BLUD
RSUD Datu Sanggul Rantau.

Pasa,l 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap ora.ng mengetahuinya, memerintatrkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 1 {. Agustus 201 b

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 14 .{gustr;s 2O1 5

IilBI'PATEIY TAPIN,

BERITA DATRAII KABI'PATETI TAPIN TAHUN 2OI5 NOUOR ?3


